BAB Il
TINJAUAN TEORITIK

A. Tindak Pidana
1. Pengertian Tindak Pidana
Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang- undang
sering disebut dengan strafbaarfeit. Para pembentuk undang- undang
tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai
strafbaarfeit itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai
strafbaarfeit tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana
dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta
delik. Istilah “strafbaar feit” sendiri yang merupakan bahasa Belanda
tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu straf yang berarti hukuman
(pidana), baar yang berarti dapat (boleh), dan feit yang berarti tindak,
peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah strafbaarfeit adalah
peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.*
Beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengenai Strafbaar
feit, antara lain sebagai berikut:
a. Moeljatno menerjemahkan istilah “strafbaar feit” dengan perbuatan
pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu

suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang

' Made Widnyana, Asas- Asas Hukum Pidana, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, him.32.



berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan
tersebut.?

b. Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah tindak pidana adalah
tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam Bahasa
Belanda Strafbaar feit yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat
dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan
merupakan "subyek" tindak pidana.’

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana
Unsur tindak pidana dibedakan dari dua sudut pandang yakni
pandangan monistis dan pandangan dualistis, sebagai berikut:*

a. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat,
untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan
perbuatan.

Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis meliputi:’
1) Ada perbuatan;

2) Ada sifat melawan hukum;

3) Tidak ada alasan pembenar;

4) Mampu bertanggungjawab;

5) Kesalahan;

6) Tidak ada alasan pemaaaf.

2 Tri Andrisman, Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia.
Unila. 2009, him.70

3 Wiryono Projodikoro. Azas- azas Hukum Pidana di Indonesia. PT. Eresco, Bandung,
1986, him. 55.

* Amir llyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-
Indonesia, Yogyakarta, 2012, him. 38.

® Ibid., him.43,



b. Pandangan dualistis yaitu pandangan yang memisahkan antara
perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu,
untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup
dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang
yang memiliki sifat melawan hokum tanpa adanya suatu dsar
pembenar.

Unsur- unsur tindak pidana menurut pandangan dualistis meliputi:®
1) Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik’
2) Ada sifat melawan hukum;
3) Tidak ada alasan pembenar.
Selanjutnya unsur- unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:
1) Mampu bertanggung jawab;
2) Kesalahan;
3) Tidak ada alasan pemaaf.
Unsur- unsur tindak pidana, antara lain:
1) Ada Perbuatan yang Mencocoki Rumusan Delik
Perbuatan manusia dalam arti luas adalah menenai apa yang
dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap
suatu hal atau kejadian. Oleh karena itu, mencocoki rumusan delik
yaitu mencocoki unsur-unsur yang ada dalam pasal yang
didakwakan, termasuk unsur perbuatan maupun pertanggung

jawaban pidananya.

®| Made Widnyana,Op Cit, him.57
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2) Ada Sifat Melawan Hukum

3)

Sifat melawan hukum dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis,

yaitu:

a)

b)

d)

Sifat melawan hukum umum

Diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana dalam
rumusan pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana
adalah kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik,
bersifat melawan hukum dan dapat dicela.

Sifat melawan hukum khusus

Sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari
rumusan delik dinamakan: sifat melawan hukum khusus. Juga
dinamakan “‘sifat melawan hukum facet”.

Sifat melwan hukum formal

Istilah ini berarti: semua bagian yang tertulis dari rumusan
delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat
dipidana).

Sifat melawan hukum materil

Berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum
yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang

dalam rumusan delik tertentu.

Tidak Ada Alasan Pembenar

Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya

perbuatan, artinya meskipun perbuatan itu telah memenuhi
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rumusan delik sebagaimana ditentukan dalam undang-undang,
dengan lain perkataan alasan pembenar menghapuskan dapat di
pidananya perbuatan.
3. Tindak Pidana Kesusilaan
Perbuatan persetubuhan merupakan tindak pidana kesusilaan,
menurut kamus hukum pengertian kesusilaan diartikan sebagai tingkah
laku, perbuatan percakapan bahwa sesuatu apapun yang berpautan
dengan norma-norma kesopanan yang harus dilindungi oleh hukum
demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan
bermasyarakat.’
Persetubuhan diatur dalam KUHP Buku Il dengan Titel tindak
pidana kesusilaan. Dalam Pasal 285 KUHP dirumuskan bahwa :
“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa
seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam
karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama

dua belas tahun”.

Selanjutnya pasal yang mengatur masalah persetubuhan adalah
Pasal 286 KUHP, yang mengatur sebagai berikut:

“Barangsiapa bersetubuh dengan seseorang wanita di luar
pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan
pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling

lama sembilan tahun”.

7 Soedarso, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakata, 1992, him. 64
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Pasal berikutnya adalah Pasal 287 KUHP yang korbannya
disyaratkan adalah anak yang belum berusia 15 tahun dan antara
korban dan pelaku tidak terdapat hubungan pernikahan. Selain pasal-
pasal di atas, pasal berikutnya yang mengatur masalah persetubuhan
adalah Pasal 288 KUHP, yang menyatakan bahwa dimana korban dan
pelaku tidak terikat oleh hubungan pernikahan atau merupakan suami
istri, korban harus berusia belum 15 tahun dan karena persetubuhan
tersebut korban menderita lukaluka, luka berat ataupun meninggal
dunia. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak lebih khusus diatur
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak. Dalam undang-undang tersebut, pengaturan tentang
persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 81, yang menentukan

bahwa:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau
ancaman kekerasan,memaksa anak melakukan persetubuhan
dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun
dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku
pula bagi setiap orang yang dengan segaja melakukan tipu
muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak

melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 diatas dan pasal yang ada
dalam KUHP terlihat adanya rumusan baru tentang persetubuhan
terhadap anak, yaitu memasukkannya unsur tipu muslihat dan
serangkaian kebohongan pada dasarnya merupakan sesuatu yang
bersifat menipu atau isinya tidak benar, namun menimbulkan
kepercayaan bagi orang lain. Sekilas orang menganggap bahwa antara
tipu muslihat dan serangkaian kebohongan adalah satu hal yang sama,
namun sebenarnya keduanya memiliki perbedaan yang prinsipil, yaitu
dalam tipu muslihat lebih diartikan kepada perbuatan yang
menimbulkan kepercayaan pada sesuatu yang sebenarnya tidak benar.
Sementara serangkaian kebohongan lebih diartikan kepada perkataan-
perkataan pelaku. Dalam rangkaian kebohongan ini terdapat tiga
unsur, yaitu:

a. Perkataan yang isinya tidak benar;
b. Lebih dari satu kebohongan;
c. Bohong yang satu menguatkan bohong yang lain.
B. Pengertian Anak
1. Pengertian Anak

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa
dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional,
moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya.®

Beberapa pengertian tentang anak yang dikatakan belum dewasa:

ETri Andrisman, Hukum Peradilan Anak, Bandar Lampung, 2013, him.36
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1) Pengertian anak menurut Hukum Pidana. KUHP tidak merumuskan
secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara
lain pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia
maksimal adalah 16 (enam belas) tahun. Pasal ini sudah tidak
berlaku lagi karena pasal ini telah dicabut oleh Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2) Pengertian anak menurut Hukum Perdata. Dalam Kitab Undang
Hukum Perdata Pasal 330 ayat (1) didefenisikan bahwa anak yang
belum dewasa adalah anak yang belum mencapai umur 21 (dua
puluh satu) tahun dan pernah kawin sebelumnya.

Selanjutnya beberapa pengertian beberapa pengertian anak
menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia
mengenai anak, sebagai berikut :

1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 angka 1 yang
menyatakan bahwa : “Anak adalah seseorang yang belum berusia
18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam
kandungan.”

2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 angka 1
sebagai berikut : ”Anak adalah orang yang dalam perkara Anak

Nakal telah mencapai umur 8 (Delapan) tahun tetapi belum
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mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah
kawin”.31 Selanjutnya Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan
bahwa batas bahwa usia anak yang bisa dimintai
pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun. Usia 12 tahun secara
relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, dan intelektual yang
stabil sesuai psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia.
Karenanya, batas umur 12 tahun lebih menjamin hak anak untuk
tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana
dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang- Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945.

3) Undang- undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 angka 2 sebagai
berikut: Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21
(dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.

4) Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia.Anak didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 bahwa anak
adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas)
tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam
kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

5) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha
Kesejahteraan Anak bagi anak yang mempunyai masalah. Menurut
ketentuan ini, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur

21 tahun dan belum pernah kawin.
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6) Pengertian anak menurut kenvensi tentang hak-hak anak (

Convention on The Right of The Child) Pengertian anak menurut
konvensi ini, tidak jauh berbeda dengan pengertian anak menurut
beberapa perundang- undangan lainnya. Anak menurut konvensi
hak anak sebagai berikut :
“anak adalah setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas)
tahun kecuali menurut undang- undang yang berlaku pada anak.
Kedewasaan dicapai lebih awal”. Sedangkan pengertian anak
sebagai korban kejahatan adalah anak yang menderita mental, fisik,
dan sosial akibat perbuatan jahat (tindak pidana menurut Kitab
Undang- Undang Hukum Pidana) orang lain mencari pemenuhan
kepentingan diri yang bertentangan dengan hak dan kewajiban
pihak korban misalnya menjadi korban perlakuan salah,
penelantaran, perdagangan anak, pelacuran, penganiayaan,
pemerkosaan dan sebagainya oleh ibu, bapak, dan saudaranya serta
anggota masyarakat disekitarnya”.

Ditinjau dari berbagai pengertian di atas, anak diartikan sebagai
orang yang belum dewasa, orang yang belum berusia 18 tahun dan
belum menikah termasuk dalam kandungan.® Ada beberapa peraturan
perundang-undangan yang menjadi dasar hukum perlindungan anak,
yaitu:

1. Konvensi Hak Anak (Convention on The Right of The Child). Hak
anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan
konvensi hak anak merupakan instrumen internasional. Konvensi
hak anak merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip-

prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai hak-hak

anak yang merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai

° Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak Dilndonesia, Redika Aditama, Bandung, 2010, him.7
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hak asasi manusia yang memasukkan unsur-unsur hak-hak sipil,

politik serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

2. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002
juncto Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak adalah segala
kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya
agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak
diatur dalam Bab XII yaitu mulai Pasal 77 sampai dengan Pasal 90.
Hak-Hak Anak

Upaya perlindungan anak menurut Undang-Undang 23 tahun 2002
perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam
kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik
tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan
komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan
perlindungan kepada anak sesuai dengan ketentuan hak asasi manusia
yang termuat dalam UUD’45 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi.
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak yang meliputi:

a. Non-diskriminasi;

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan,dan
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d. Penghargaan terhadap pendapat anak (Pasal 2 UU No. 23 Tahun

2002)

Mengenai hak dan kewajiban anak diatur dalam Pasal 4 sampai
dengan Pasal 19 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, yang pada intinya dapat disarikan sebgai berikut:
a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan

berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi (Pasal 4).

b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status
kewarganegaraan (Pasal 5).

c. Setiap anak berhak beribadah menurut agamanya, berpikir dan
berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam
bimbingan orang tua (Pasal 6).

d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan
diasuh oleh orang tuanya sendiri. Namun, tidak menutup
kemungkinan untuk diasuh pihak lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7).

e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan
sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial

(Pasal 8).
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f. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak
lain manapun yang bertanggung-jawab atas pengasuhan, berhak
mendapat perlindungan dari perlakuan:

1) Diskriminasi;

2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual,
3) Penelantaran;

4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
5) Ketidak-adilan; dan

6) Perlakuan salah lainnya (Pasal 13).

g. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;

2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;

3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;

4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
dan

5) Pelibatan dalam peperangan.(Pasal 15)

h. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran

penganiayaan, penyiksaan, penjatuhan hukuman yang tidak

manusiawi. (Pasal 16 ayat (1).

Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan

hukum. (Pasal 16 ayat (2)
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j. Penangkapan, penahanan, pidana penjara hanya dilakukan apabila
sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan
sebagai upaya terakhir. (Pasal 16 ayat (3)

k. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk;

1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya
dipisahkan dari orang dewasa;

2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif
dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;dan

3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan
anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup
untuk umum. (Pasal 17)

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual

atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. (Pasal 17

ayat (2)

3. Perlindungan Anak

Perlindungan anak mempunyai tujuan untuk menjamin
terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendaptkan perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi, demi terwujudnya anak di Indonesia yang berkualitas,
berakhlak mulia, dan sejahtera. Agar tujuan perlindungan anak dapat
direalisasikan maka segala aktifitas dan kegiatan pengasuhan anak harus

memperhatikan prinsip-prinsip dasar anak.
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Agar tujuan perlindungan anak dapat direalisasikan maka segala
aktifitas dan Kkegiatan pengasuhan anak harus memperhatikan
prinsipprinsip dasar anak. Ada empat prinsip umum perlindungan anak
yang menjadi dasar bagian setiap Negara dalam meyelengarakan
perlindungan anak, antara lain:

a. Prinsip Nondiskriminasi

b. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak

c. Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak

Perlindungan terhadap hak-hak anak telah diakomodir dalam Pasal
28 b nomor 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi: “Setiap anak
berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak
atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Kewajiban dan tanggungjawab Negara dalam rangka perlindungan anak

yang berbasis hak asasi manusia bisa dilihat dalam tiga bentuk:°

a. Menghormati (obligation to respect): merupakan kewajiban Negara
untuk tidak turut campur dalam mengatur warga Negaranya ketika
melaksanakan haknya. Dalam hal ini, Negara memiliki kewajiban
untuk melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat
pemenuhan dari seluruh hak asasi anak.

b. Melindungi (obligation to protect): merupakan kewajiban Negara agar

bertindak aktif untuk member jaminan perlindungan terhadap hak asasi

'%1 Nadia Oktaviani Zulfa, dkk, “Implementasi Diversi Sebagai Wujud Perlindungan Hak
Anak”, (Gema Thn XXVI/50/Pebruari—Juli 2015). HIm 1814. Diakses 28 September 2019
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warganya. Dalam hal ini Negara berkewajiban untuk mengambil

tindakantindakan untuk mencegah pelanggaran semua hak asasi anak

oleh pihak ketiga.

c. Memenuhi (obligation to fulfill): merupakan kewajiban dan
tanggungjawab Negara untuk bertindak secara aktif agar semua warga
Negara itu bisa terpenuhi hak-haknya. Negara berkewajiban untuk
mengambil langkahlangkah legislatif, administratif, hukum, dan
tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh hak asasi
anak.

Kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak anak,
masing-masing unsur kewajiban Negara dan masyarakat untuk bertindak
(obligation to conduct) serta kewajiban untuk berdampak (obligation to
result):

a. Kewajiban untuk bertindak (obligation to conduct): mensyaratkan
Negara melakukan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakan
pemenuhan suatu hak, yaitu melindungi hak anak sesuai dengan
peraturan yang ada (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak).

b. Kewajiban untuk berdampak (obligation to result): yaitu mendorong
Negara untuk mencapai sasaran tertentu guna memenuhi standar
substansi yang terukur. Negara memberikan perhatian yang khusus dan
terus menerus tentang perlindungan anak, tidak hanya anak yang

berhadapan dengan hukum tetapi di semua kehidupan. Sehingga



23

pemenuhan, penghormatan dan perlindungan hak anak dapat tercapai
sesuai dengan standar ham internasional (konvensi hak anak).
4. Sistem Peradilan Anak

Sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah The
juvenile system, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan
sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi, jaksa,
penuntut umum, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusatpusat
penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.!’ Dengan
demikian, pihak-pihak terkait dalam Thejuvenile system, pertama : polisi
sebagai institusi formal ketika anak berkonflik dengan hukum yang
pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan
menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut.
Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan
menentukan apakah anak akan dibebesakan atau diproses ke pengadilan
anak, tahapan ketiga anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai
dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman, yang
terakhir institusi penghukuman.*?

Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana,
maka di dalam memberikan pengertian sistem peradilan anak, terlebih
dahulu menguraikan sistem peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana

(criminal justice system) menunjukkan mekanisme kerja dalam
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penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan
sistem.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak mendefinisikan sistem peradilan pidana anak itu sendiri
adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan
dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap

pembimbingan setelah menjalani pidana.



